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DPFPR Pertirmbanmngkanmn
Turnda Ketok Palu

Rewvisi

KEPUTUSAIN Presiden Joko
Widodo agar IDFPIR maenunda
rencesabhban revisi Rancangan
Kitab Undang-Undang FHukumn
Pidanmna (RKUHP) mendapat
daukungan. Sekjen FPIDI Peir-—
Juangan Hasto Kristivanto
mengatakan penundaan poengsc—
sahan R K TUUOHP dirasa pocrlu.
mengingat apa yvang dibasilkan
dari RKUHEP sangat stratezis
dan menjadi pondasi di dalam
seluruh sisternn hbhbukum pidana
tersebut.

““Oleh karena itu kamai PID>I
Perjuangan memberikan du-—
kKungan sepenuhnya karenmn=a sajak
awvwal kami mendengarkan aspi—
rasi itu.”” ungkap Fasto saat di—
termui di Jakarta ., Jumat (20/9)

Scelain itu, kata Hasto. PI>I
Perjuangan sebelummnya jusa
sudah memberikan masukan
kepada Jokowi untulk rmenmnwuncla
PrPengesahan RKUHP melalui
MNMenteri Sekretaris INogoara .
Pratikno .

TPagi tadi kami berkoimua—
nikasi dengan bapak NMensesnes
sebagail kepemirmpinan yans
terus mendengarkan aspirasi
rakyat dan juga mencerrmnati
berbagai dinamika yvang ad=a.””
ujar FHasto .

I ebih Ianjut. Hasto menye—
but keputusan Jokowi itu juga
sudah sesuai dengan hasil
kKoordinasi dari seluruh partai
Koalisi Indonesia Kerja (K 1K )
CTAKhirmya FPresiden Jokowi
menunda pengesahan dari
REKUHEP tersebut sambil terus
berdialog dan mendengarkan
aspirasi masyarakat.,”” pung-—
Kasnya=a .

Sebelummnya. Jokowi me—
minta IDPR untuk menunda
rengesahan Rancangan Kitab
Undang-Undan g I vk wvn
Pidanmna (RKUHP). Keputusan
it dia ambil setelah mencesr—
mati masukan-mmasukan dari
beberapa kalangan.

CTSaya terus mengikuti
prperkembangan permbahasan
RUU KUHP sceccara seksarma.
IDan setelah mencermati rmasui—
kansmasukan daci berbacailea-
lanpsan yangs kebegratan dengan
substansi-substansi R U UWJ
KUHP, masih ada materi butuh
Prendalaman lebih lanjut.”” ujar

RKKUHP

Jokowi di Istana Kepresidenan .
Jumat (20/9)>.

UUntuk ditu, Jokowi meme-—
rintahkanmn NMenteri FHukurm dan
I AN Yasonna [Laoly untuk
menyampaikan sikapnya ke-—
Pada IDPR. ““Saya perintahkan
Menkurma FIADN untuk sampai—
kKkan sikap ini pada IDPR . yyaitu
asar poengesahanmn RUUU KUHP
ditunda. IDan pengesahan tidak
dilakukan IDPR periode imni.””
temasmmy a .

Ketua | B S = B ambang
Soesaty o maempertimmbangkan
Permintaan poemerintah untuk
menunda pengesahan R OUOU
KUHHEP di Sidang Paripurna
yyangz telah dijadwalkan ., Selasa
(24/9) mendatang. Sceclain men-—
dengarkan permintaan permee-—
rintah. penundaan pengesahan
membuktikan IDPR mendengzsar
danm Tnemperhatikan kehendak
masyarakatc.

TTSemua fraksi di IDPR sayva
yakimnmakan mempunyai sikap
ang sarma=a jika sudah berbicara
kepentingan--rakyvat. Sayva su-—
dah berbicara dengan beberapa
Pimpinan fraksi di DPR untuk
Tmembahas penundaan itu.
Senin (23/9) mendatang dalam
rapat Badan ZViusyavwarah atau
Bamus.”” ajar Bamsocet., sapaan
Bambang Socecsaty o saat rmerx—
buka IDiskusi Publik “NMNMerawvwat
Golkar sebagsai Rumah Besar
Kebangsaan’™ ., di Jakarta. ke-—
rmAarin. .

INDiketahui. pengambilan ke-
PpPutusan tinglkat I sudah di-
lakukan DPR bersama-—-sarmma
Pemerintah yang diwakili
NMenteri Hukum dan AN .
Rencananya., pengesahan RTUIUT
KUHP dilakukan dalam sidangs
Paripurna._. Scelasa (Z24/9) .

Melanjutkan kKketeramngamn—
My a ., Bamsoct rmenuturkan o
Jdika pada rapat Bamus tanggsal
2= September mendatangzs
Para pimpinan fraksi setuju
menunda. IDPR akan kembali
membahas pasal-pasal yango
diangcap masyarakat masih
kontroversial. Pimpinan IDPR
snudab . aneaceruanadnasulkan
dari poerirvwakilan oonabhasispwa
ang berdemoao di depan IDPER
terkait penyoempurnaan RULULT
K U P, == <ras
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